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Banyak Desa Belum Sia
ManfaatkanDana Desa

Mangupura (Bali Post) -
Dana desa yang di:rnggar-

kan pemerintah pusat. belum
sepenuhnya terserap di Ka-
bupaten Badung. Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Bali Kementerian
Keuangan RI mencatat, dari
pagu Rp 13.826.342.000, re-
alisasi transfer dana desa di
Gumi Keris telah mencapai
11.061.073.600 atau menca-
pai 80 persen dari alokasi di
APBN 2015.

"Dana desa tersebut saat
ini 80 persen sudah ditrans-
fer ke daerah dan berada di
kabupaten. Mungkin dari kas
daerah ke rekeningdesa masih
ada hambatan, karena masih
banyak desa yang belum siap
menerima dana desa dan me-
manfaatkannya," ujar Kepala
Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi

Bali Kementerian Keuangan
RI R. Wiwin Istanti, belum
lama ini.

Menurutnya, sebagian
besar belum dicairkan dan
dimanfaatkan untuk pem-
bangunan infrastruktur desa,
karena masih banyak kepala
desa maupun perangkatnya
yang belum siap meman-
faatkannya.'Memang untuk
dapat menyerap dana desa
tersebut. diperlukan kesiapan
desa sehingga tidak terjadi
penyimpangan," katanya.

Kendati pihaknya men-
dorong agar dana yang terse-
dia cepat terealisasi, namun
dia menegaskan dana desa
tersebut harus terus dikawal
sampai tingkat pemanfaatan-
nya di desa, sehingga dapat
terserap dengan baik. "Kalau
dana desa masih tersimpan
di kas daerah atau di reken-

ing desa, maka
terserap," ucapnya. 

I

Sebelumnya, Penjabht (Pj.)
BupatlBadung Nyomaf Har-
ryYudha Saka
selain dari APBN, P{mkab
Badung juga menga{ggur-
kan dana desa pada APBD
Induk 2015 yang dir{ncang
Rp 5.734.370.822. S{dang-
kan pada APBD Perulahan
dirancang naik
13.826.342.000.

upahan
i4di Rp

n de-
6ikian, ju m lqh anggaralr yang
dialokasikan untuk peheri
tah desa pada APBD Indfrk dan
Perubahan tahun 2015
Rp 327.046.602.394," uf arnya
sembari menyebutkar{ aela
yang me-ndapatka4 afqkasi
dana terbesar adalaH Desa
Daluns Rp 9.854.593.087,15
dan yang terkecil adalaln Desa
Selat Rp 4.841.395.
(kmbz7)
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Benahi Infrastruktur,
Digelontor RP 200 Milibitn

Tabanan (Bali Post) -
Perhatian Pemerintah Pusat

di era kepemimPinan Presiden
Joko Widodo terhadaP Pemban-
zunan di KabuPaten Tabanan
cukup tinggr. Terbukti dengan
dieelontorkannYa anggaran RP

20b miliarlebih, guna membe-
nahi infrastruktur. Hal ini
disampaikan calon Wakil Bu-
oati Tabanan, Komang Gede

Saniava vang berPasangan
denean calon BuPati Ni Putu
Eka-Wiryastuti, saat bertataP
muka dengan ratusan warga
Desa WangaYa, Kecamatan
Penebel, Rabu (2319) lalu.

Di hadapan tokoh masYar-
kat, bendesa adat, Perbekel,
anssota DPRD Tabanan NYo-

ma-ti Arnawa, WaYan Tamba.
dan Ketua Tim Pemenangan
Eka-Jaya, I Made Dirga, San-
iava memohon doa restu dan
mLminta masYarakat mendu-
kung pilkada Pada 9 Desem-
ber mendatang agar berjalan
aman dan baik.

Saniava bersama CabuP
Eka vane diusung PDI Per-
iuansan dan Partai Golkar,
ielama memimPin Lma tahun
terakhir, membantu mem-
fasilitasi masYarakat lewat Pro-
gram-program Pro -rak-Yat 

demi
Leberlangsungan budaYa dan
agama. HamPir 75% waktunYa
dihabiskan untuk turun ke
masyarakat guna me-Yad,nYo,.

serta mendengarkan asPirasi
rakyat yang sebenalnYa.

sebagai Presiden RI," katanYa.
Pilihan masyarakat itu tidak
keliru, sebab pemerintah Ka-
bupaten Tabanan merasakan
langsung manfaat dari dukun-
ean dan perhatian Pemerintah
iusat. 'Di bawah kePemimPi-
nan Presiden Jokowi, Pemban-
sunan bfrasturktw di Tabanan
diperhatikan dengan dukungan
anggaran Pusat mencaPai RP

200 mfiar," tandasnYa.
Pada kesemPatan itu.

Gede Manuardana mewakili
masyarakat mengajak semeton
kebavan di KabuPaten Tabanan
memilih Eka-JaYa Pada Pilkada
mendatang, karena sudah ter-
bukti berhasil memimPin daer-
ah lumbung PangannYa BaIi.
Kepemimpinan Eka-JaYa lima
tahun ini cukup bagus lewat
tindakan nYata dalam bentuk
bantuan dan Program sePerti
GIS dan partisiPatif. ,

Dukungan Penuh untuk
Eka-Jaya juga disamPaikan

bersama warga.
Wiasta mewakili
menyampaikat aPl iasi dan
bangga atas Cabup
Eka dalam n
bersama. "Kami s ban-

baikyak menerima
untuk subak m dinas,"

warga Banjar Ke
Pacut, Rejasa Kaja
iasa Kelod. Di ban
Wiryastuti hadiJ

unskaDnYa.
to[ol PDI-P

Adi Wiryatama
pemerintah dan r-bersatu. 

Pelan ta
mua masalah bisa

mbang,
dan Re-
ini Eka
mbaur
Wayan

lyoman
eminta

,i se-

iryastuti
bungan

.kat
n

minta
rt, agar
ik dan
serasl.

Posvkmb2SS

stop
Desem-

kan. CabuP Eka
mengharapkan
pemerintah dan
yang sudah baik
kembali. Eka j
masvarakat tidak
pilkada berjalan
tercipta TabananY
(kmb28)

Di bisian lain, SanjaYa me-
neeaskai, iika kembali diper-
cava memimpin Tabanan, Pada
pe"rtensahan 2017 akan mem-
perjuangkal agar jalan'jalan

ffit#iffifg;ffim; DUKir.Tg_-i atusan wors-a Reiesa Keted',

Layonq rtalqm nilnresrrh;;ffr menduhung EhaJaya d'olamPilkad'a Tat
karenadalanpilprestalunlalu'nenrluPung bncL-dayu &1

;a;h -"^-ilii 
'B"pak Jokowi 

-ber 
mendatg'rq:-
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Disosnaker "Buru" Naker Asfng
Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Badung melalui
Dinas Sosial danTenaga Kerja
@isosnaker) akan menggenjot
secara maksimal realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dari keberadaan tenaga ke{a
(naker) asing yang bekerja di
Badung, terutama di sektor
pariwisata. Bahkan, instansi
ini mengharuskan naker asing
menerdafbar dan mengantongi
izin mempekerjakan tenaga
kerja asing (IMTA).

Kepala Disosnaker Badung
I.B. Oka Dirga belum lama
ini mengatakan, perusahaan
yang memakai jasa orang as-
ing cukup banyak di Badung.
Biasanya mereka bergerak
di bidang pariwi.sata seperti
hotel dan restoran. "Semua
perusahaan yang mempeker-
jakan tenaga kerja orang as-
ing wajib memiliki izin, yaitu
berupa izin mempekerjakan
tenaga ker{a asing alias IMIA.
Kalau tidak artinya mereka
memakai tenaga kerja ilegal,"

tegasnya.
Menurutnya, keberadaan

naker asing ini kebanyakan
menduduki posisi strategis
di sebuah perusahaan, seperti
general menager dan seba-
gainya. Posisi naker asing ini
bahkan kerap di atas niker
Iokal. "Memang tenaga kerja
asing pasti pegang posisi ba-
gus. Makanya, kami imbau
perusahaan agar tenaga kerja
asing didampingi oleh orang
lokal. Jangan sampai kita
diatur-atur sepenuhnya oleh
orang luar," ungkapnya.

Lebih jauh diterangkan-
nya, Pemkab Badung tahun
2015 menargetkan 300 naker
asing yang bekerja di peru-
sahaan di Badung. Target
tersebut diyakini terealisasi.
Sebab, per bulan Agustus lalu
jumlah naker asing yang ter-
data mengantongi IMTA telah
mencapai 235 orang. "Target
kita 300 tenaga kerja asrng
di Badung. Apalagi melihai
jumlah sekarang (naker asing
terdaftar -red), kernungbnan

bisa lebih dari itu,"Iujarnya
optimis.

Kendati demikiAn. Oka
Dirga mengakui jikdL pemer-
intah tidak dapat {elarang
warga asing bekerjl ai Sa--
dung, terlebih den{an ber-
lakunya Masyarakat pkonomi
ASEAN (MEA). Asa$an yang
bersangkutan bekerfr secara
legal.

"IMTA diterbitkar{ oleh pe-
merintah pusat, kam{ di daer-
ah sifatnya hanya tremberi
perpanjangan saja," frcapnya
seraya menyebutkan, hetribusi
naker asing kepada pemerin-
tah daerah melalui perpanjan-
gan IMTA wajib membayar
100 dolar per bulan.

Terkait dugaan gdanya
naker asing ilegal di padung,
pejabat asal Abians{mal itu
menegaskan, semub peru-
sahaan yang mepekerjakan
tenaga kerja asing wajib ter-
daftar. "Dan kami juga imbau
mereka agar mendaftarkan
kalau mepekerjakan ofang as-
ing," pungkasnya. (krhb27)
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Penan.garaar:_ Abras
TerganJal Anggara

.Singaraja (Bali Post) -
Buleleng memiliki kawasan pantar terpanlang

di Bali. Tampaknya memerlukan anggaran be-
sar untuk menangani kemsakan pantai akibat
abrasi tersebut. Dari panjang total pantai 157
kilometer, tahun ini lebih 44 kilometer bibir
pantainya mengala:ni abrasi parah. Kerusakan
pantai telah tertangani sekitar 37 kilometer.
Celokanya, abrasi yang sudah tertangani dengan
berbagai konstruksi senderan beton biasa, hing-
ga armor (pasangan batu berukuran besar, red)
kini kembali mengalami kerusakan. Sementara
alokasi anggaran dariAPBD Buleleng teJgolong
minim, sehingga program penanganan abrasi di
pantai utara (pantwa) Bali ini sepertinya belum
berjalan optimal.

Data yang berhasil dihimpun di lapangan
menyebutkan, konstruksi penanganan abrasi
yang paling parah terjadi fi panlai Bulebng
Timur. Iokasinya seperti di Desa Penuktukan
dan Desa Sembiran, Tejakula. Beton penahan
ombak di bagian bawah mulai hancur. HaI itu
akibat hempasan gelombang. Diperkirakan,
kerusakan penahan ombak di pantai ini pan-

jangnya sekitar 55 meter. Sedangka{ di Desa"S"iblt"tr 
kerusakan yang sama dip{rkirakan

panjangnya lebih dari 380 km. Jika $rusakan
ini tidak segera mendapatkan penanfanan- se-

rius, dikhawatirkan kerusakannya bertambah
parah. Hal ini karena setiap akhir tahun hingga
di awal tahun pantura Bali sudah jadi l4ngganan
gelombang pasang.- KepalaDinas Pekerjaan Umum €lI) Nyo-
man Gede Suryawan ketika dimintli konfir-

ABRASI - Abrosi pontai masih menjadi persoalan serius d.on belum
p rogr anl p enang anan oPtim al.

masi membenarkan jika penangananlabrasi di
daerahnya masih mengalami hambat{n, akibat
kemampuan anggufutt duti 4PBP bis+ dibilang

mi]iar. (krnb38)

kecil. Pemkab B-uleleng sendiri berupfya men-
gajuLan permohonan dana bantuan {e pemer-
intah provinsi maupun ke pusat. Safangrya'
usulan itu belum membuahkan hasil optimal.
Pemerintah pusat melalur Balai Wilay4h Sungat
(BWS) Bali-Penida yang dikucurkan k{Buleleng
umumnya. proyek lanjutan seperti dipesa Pa-
tas, Gerogak dan Desa Kalisada, Serirft. Kedua
proyek lanjutan ini volume pekerjaamnfa sekitar
700 meter. Nilai proyeknya lebih dari Rp 5,8
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RAPBD Bali 2016 \/
Anggaran Pendidikan

Hanya 19,01 Persen
Denpasar (Bali Post) -

DPRD Provinsi BaIi menyoroti alokasi angga-
ran pendidikan yang hanya 19,07 persen dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Bali 2016. Alokasi ffi dinilsi
belum memenuhi isi Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasalnya,
Undang-undang Sisdiknas telah mengamanat-
kan agar dana pendidikan harus minimal 20
persen atau tidak boleh kurang dari itu.

"Kami 4engharapkan agar ditetapkan sebe-
sar 20 persen dari total APBD. Jika angka 20
persen bisa ditetapkan untuk fungsi pendidi-
kan, maka akan ada tambahan alokasi dana
lebih dari Rp 50 miliar masuk ke SKPD terkait,"
ujar anggota Fraksi Golkar DPRD Bali I.B. Gede
Udiyana, S.T. dalam rapat paripurna Dewan,
belum lana ini.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali I
Ketut Agus Mas Sewi Putra, S.H. menyatakan.
alokasi anggaran pendidikan yang dirancang
gubernur tidak saja berterttangan dengan Un-
dang-undang Sisdiknas, tetapi juga IJUD 1945
tepatnya Pasal 31 ayat (4) Amandemen ke-4
yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah
Konstitusi No: 013/PUU-VI/2008 tanggal 13
Agustus 2008. "Alokasi anggaran fungsi pen-
didikanyang tidak mencapai minimal P0 persen
dari total APBD 2016 akan menyebabkan Perda
APBD Pemprov BaIi Tahun Anggaran 2016 ber-
potensi besar ditolak oleh Mendagri," ujarnya.
Akibatnya, lanjut Agus, Pemprov Bali harus
membahas ulangAPBD itu. Sementara pemba-
hasan ulang membutuhkan waktu yang lama
dan bisa menyebabkan program pembangunan
menjadi terbengkalai. (kmb32)
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Satpol PP

Hentikan Penggalian

Tanah di Tamblingan
ttt*;?i iif$f"rf :i],,prt",, Bulere ng prs. Made Budiastawa. M.si. b",r-J'.
belasan anggota -;lr,li"k;; 'idtk, U"tit"i lll"ttv"Stt provek salian tanah di

linskungan Dusun Tamblingan Desa rr""a"r. x"6.--ttan Ba-njar' Buleleng'
peiusas telah berulang kali -"-p".ir!r;iJ"; mel.arang provek tersebut' k?r-

.na dikhaw atirkan'ilEJ;;;ik; x".,i#i "" 
^;k-;;il;;; Lh."."Ilv^ di daerhh

resapan air.
Satpol PP untuk ketiga

kalinva datang memlleri
perinsatan. SatPol PP telah
melaiang keras dilakukan
aktivitaJPenggalian di ka-
wasan resapan air. "Luas
tanah salian itu mencaPat
satu he*ktar, kemudian kami

sesel karena memang tidak
diierbotehkan melakukan
penggalian d-i kawasan ter-
solong daerah resapan arr'- Sewaktu kami datang
pertama kali, me.reka janji

peringatan tidak dindahkan'
va terpaksa kami segel." ujar
"Budiastawa saat dikonfir-
masi Boli Post, Rabu (2319)

menyetoP kegiatan Peng-
ealian. Uingga tiga kali

-

lalu.
Tindakan Peringatan {at-

pol PP Buleleng dilakulan
terdasarkan Perda ry9+9l

2 Tahun 2012 tentang Per-
izinan, juga mengacu Pdrda
6 Tahun 2009 tentang Ke-
tertiban Umum. Sejumlah
personel terlibat didamPingi
plttut Kecamatan Banjar'
Desa Munduk, didukung
unsur keamanan dari TNI/
Polri.

Budiastawa menjelaskan,
pemilik proyek informaslnya
terasal iuri Giunyar. Satpol
PP belum menemukan P{hak
bersangkutan. PenYegqlan
alat berat terpaksa dilaku-
kan. (kmb34)



Sub Bagiar-r Hurr^ras

Edisi

Hal

: Junqt,T-t4kukr zotS

:H

iiF)
,.5trrft,.qwW

darn Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Bal i trost

Tanpa SPPI

_Bplut Pai ak dengan l{OP
Tabanan (Bali Post)--P;"; 

"Ltif 
*""yarakat sangat dipellukan, untuk

*eocapai target pajak daerah yang ditetapkan Rp
84 miliar paai zOiS. Pasalnya, p-ajakdaerah,sangat
berkontrlbusi untuk meningkatkan PAD sekaligus
pembangunan Kabupqten Tabanan -f e- depan. Ak-l1
tetapi, k"enyataan df lapattgan masih-banyak wajib
pajai'tida[ menerima Surit Pemberitahua! Pajak
Terhutang (SPPT) dari pemerint lq. Masyarakat pun
menjadi kibinguttgan, karena t-idak tahu bagaimana

""raly. memfayar pajak. Akibatnya, banyak para
wajib bajak memilih tidak membayar kewaj ibannya'

Menyikapi hal tersebut,
Dinas Pendapatan dan Pase-
dahan Agung Kabupaten Ta-
banan mengeluarkan kebi-
jakan, bahwa para wajib pajak
yang tidak mendapat SPPT
masih bisa melaksanakan ke-
wajibannya membayar pajak,
asal mengetahui Nomor Objek
Pajak (NOP). "Masyarakat
yang memiliki NOP dengan
kode angka terakhir 0, bisa
bayar pajak tanpa SPPT.
Kecuali, jika ada transaksi
seperti jual beli tanah, baru
perlu SPPT baru dan bukti
pelunasan pajak," jelasnYa
belum lama ini.

Kebijakan ini disamPai-
kannya agar jangan sampar
gara-gara menunggu ter-
bitnya SPPT masyarakat
terkena denda akibat terlam-
bat membayar pajak. Keter-
lambatan penerbitan SPPT
dikarenakan ribuan pemohon
masih dalam antrean, baik
itu pendaftar baru, mutasi.
maupun pemecahan sejak
wewenang ini dilimPahkan
ke Pemda. "Sebenarnya, Pros-
es penanganan tidak lebih
dari 30 menit. HanYa karena
masih menangani Pemohon
sebelumnya yang jumlahnYa
ribuan, otomatis masYarakat
vanq baru masuk berada"padi antrean selanjutnYa"'
ucapnya.

Apalagi dengan jumlah
SDM danjam kerja Yang ada,

dalam sehari hanya bisa me-
nangani 30-40 SPPT. "Meski
demikian, jumlah yang ribuan
ini terus kami upayakan agar
cepat ditangani. Karena dari
ke hari ada pemohonbaruyang
menambah daftar antrean.
Jadi, tidak bisa masyarakat
yang baru masuk langsung
bisa kami tangani," katanYa.
Sudarma mengakui, selama
ini masih banyak masyarakat
menunggu terbitnya SPPT
dulu sebelum membayar pa-
jak. "Kami tidak bisa me-
nyalahkan, kemungkinan
mereka disibukkan dengan ak-
tivitas pekerjaan sehari-hari,
sehingga lupa bayar pajak.
Tetapi kami tetap mengimbau
agar para wajib pajak melak-
sanakan kewajibannya, kar-
ena ini untuk pembangunan
Tabanan," ungkapnya.

Pajak daerah sangat
berkontribusi untuk Pening-
katan PAD. Dari 11 Pajak
yang dilimpahkan ke daerah,
sembilan komponen setor wa-
jib pajak telah memberikan
kontribusi yang sangat tinggi.
Dari tahun ke tahun pajak Bea
Peralihan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) menjadi
penyumbang PAD terbesar.
"Tahun ini saja sampai Agus-
tus, pajak BPHTB sudah teral-
isasi 90% dari target RP 25
mfi ar. Disusul pajak hotel dan
pajak penerangan jalan," jelas
Sudarma. (kmb28)
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Tekan Kebocoran PAD 
InrrlrtuKUngDewan

Penerapan
Tiket Elektronik
Bangli (Bali Post)-
.,Keinginan Penjabat (Pj).Bupat-i Bangli Dewa Mahendra Putra menerapkarr sistemtiket elektronik guna menekan kebocori'n pendapatana""""tt dari sektor plriwisata aiKintamani, mendapat duk-ungan.sejumlah ar€soia d"*;. R;t;;;;;;;;;;Jlndapatkeinginan tersebut harus disertai dbngan kajiii v"rrg -"ir[:--" 

*' ""'1'

ll{**iilTsx:*:l"i,ril: ftx1H:';ff1'f#fi*::1",* i:'"-*,i*',il'-:i:1'i '".^""gti y""g rn *if; --r"g"i 
* i rttil. f^"-11|||",y","s nrclintasldr jatru

m,rka hngkah peirbenahan Tlllb1tt; Kalau kenda3{4{-itu
yang sebar-knyu aii"r.utu" e"*- 191ryta!$"*b a&p tetsififA:
kab saat ini. pascakemunculan l-lJ:',t^pt ternyata dia berhenti
vitleo Pungli'Mafia f i"f"i Ji untuk menikmati pemandangan
Kintamani di situs yotttube or b,rntamanr maka tim penga_
adalah dengan meningkatkan yT lttl."{"n.bekerja' Kalau me-
pengawasan r"rtu p"ti-linuun ]1i]qOFOu"henti di Kintamani,
ierhidap para petrrgas pungut. 3311.91 sanalah kita kenakan

enggotixomisilloPitD Ean- uKert' terangnya.
gli Wiyan Jamin. u-gg" tzotilt ,^,1:1v1' diakuinva,vang men-
lalu. menilai keinginariPj S"- l1ll-Ienda.la untuk bisa mener-
pati untuk meneripkan si.t"m ?l^51t srstem tersebut adalah
iik"t el"kttonik sangat tepai. ::il1i cflI'n' D.i mana a_nssa-
sc bab. den ga n d i rera p k a nnva ;:l#l?,fl'#ffi lxxli:,tJffifi

srstem tersebut maka praktik
tentunya tidaklah sedikit. ,,Oleh
Karenanya, untuk saat ini yang
perlu dibenahi adalah slsterfr
kontrol di lapangan. f""guwa;
yang selama ini ditugaskan
di setiap pos pungut"harus
betul-betul bisa mengawasi,'.

.terangnya. I

",. .Senada {e1_sgn Jamin, ang_
gota Komisis II Nyoman Gelg6l
vYlsnawa Juga sangat mendu-
K-ulrg penerapan sistem tiket
eleatronik ini. Hanya sebelum
hal ltu dite.rapkan, harus di_
laKuKan kaJran yang matang,
selarn tentunya menyediakan

lnqgaran untuk itu. Menurut
uelgel, untuk jangka pendek
pukl yang harus dllaku-kan Pemkab saat ini adalahmelakukan pembinaan terh_
aoap petugas purrgut yang ada.remornaan terhadap petugas

curang yang mungkin dilakukan
ult.h oknum petugas n6kal bisa
dict'gah. Demikian iued tinslat
kebocoran dati plntihptirth"ll
tike't pariwisata di Kintarnani
diyakininya akan dapat ditekan
seminimal mungkin.

1\4enurut Jamin. belum
adanya jalul khusus vang bisa
digunakan untuk m-emunsut
retrihusi pariwisata. Sebenariya
bukanlah menjadi kendala be-
sar untuk menerapkan sistem
tikert elektronik. Sistem ini bisa
diterrapkan, asalkan tetap dis-
ertai dengan pengawasan yang

Edisi

Hal

mana

lcaKny

B

,15


